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Presiden Jokowi telah menandatangi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota. Secara substansial, Perppu ini setidaknya berisi dua hal:
Pertama, mengadopsi mekanisme pemilihan kepala daerah (selanjutnya disebut Pemilihan)
serentak lanjutan apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan adanya penundaan tahapan
Pemilihan. Mekanisme ini memang sangat dibutuhkan ditengah situasi pandemi virus corona
yang tidak menentu seperti saat ini. Tidak ada yang dapat memastikan, kapan penyebaran
virus ini dapat diatasi oleh pemerintah, sehingga mekanisme penundaan tahapan Pemilihan
mutlak dibutuhkan. Karena yang diadopsi adalah mekanisme penundaan tahapan, maka
apabila terjadi penundaan, tidak perlu mengulang semua proses dari awal, melainkan hanya
melanjutkan sampai ditahapan mana Pemilihan yang ditunda sebelumnya. Pilihan ini tentu
lebih baik serta efisien baik dari aspek biaya maupun waktu.

Kedua, penetapan waktu penyelenggaraan Pemilihan menjadi bulan Desember 2020,
muncur 3 bulan dari yang seharusnya bulan September 2020. Memaksakan Pemilihan
dilaksanakan pada bulan September tentu tidak realistis karena korban pandemi virus
corona saat ini terus meningkat. Pilihan pada bulan Desember sendiri sebenarnya bukan
tanpa resiko, karena tiga bulan sebelum penyelenggaraan Pemilihan, tahapan Pemilihan
sudah dimulai, baik pendaftaran, penetapan calon, kampanye, dan lain sebagainya. Artinya,
dibulan September kelak, tahapan Pemilihan sudah mulai dilakukan. Maka tugas berat dari
pemerintah adalah memastikan pandemi virus corona sudah selesai sebelumnya, tentu
tugas ini secara bersama-sama harus didukung oleh masyarakat. Meskipun sebenarnya,
sekalipun pandemi virus belum selesai di bulan September, bahkan Desember, Perppu ini
sudah membuka peluang untuk kembali menunda pelaksanaan Pemilihan. Hanya saja, jika

penundaan pelaksanaan Pemilihan diselenggarakan di tahun 2021 atau setelahnya, maka
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akan berdampak pada masa jabatan kepala daerah terpilih karena Pemilihan serentak
nasional akan diselenggarakan pada tahun 2024, menurut ketentuan UU Nomor 10 Tahun
2016. Selain itu, juga akan berdampak pada banyaknya daerah yang akan dipimpin oleh
Pejabat Sementara, bagi kepala daerah yang maja jabatannya habis di tahun 2020 ini.
Banyaknya daerah yang dipimpin oleh PJS tentu berdampak pada efektifitas penanganan
penyebaran virus, belum lagi akan sangat kental dengan konflik kepentingan di daerah.
Sebagaimana biasanya, lahirnya Perppu hampir selalu menimbulkan pro dan kontra.
Dari aspek kebutuhan, ada pihak yang menilai bahwa lahirnya Perppu ini tidak memenuhi
unsur darurat sebagaimana yang disyaratkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. DPR,
Pemerintah, dan KPU sudah memutuskan sejak lama penundaan Pemilihan, oleh karena itu
instrumen Perppu sejatinya tidak dibutuhkan lagi. Sebaliknya, banyak pihak yang menilai
Perppu ini justeru sangat dibutuhkan, karena peraturan perundang-undangan yang ada tidak
mengenal adanya istilah penundaan. Dengan lahirnya Perppu ini maka mekenisme
penundaan tidak saja dapat diakomodir melainkan menjadi lebih jelas. Sedangkan dari aspek
substansial, yang dikritik adalah penentuan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang ditetapkan
pada bulan Desember 2020. Ketentuan ini memang cukup bermasalah dari aspek hukum
perundang-undangan. Sejatinya norma dalam undang-undang dan Perppu memang sifatnya
abstrak dan umum, sedangkan pelaksanaannya diakomodir dalam peraturan-perundang-
undangan yang lebih rendah. Bisa dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,
Peraturan Menteri, dan lain sebagainya. Penetapan jadwal Pemilihan adalah perkara teknis,
yang seharusnya tidak diletakkan di dalam peraturan yang setingkat UU (Perppu). Namun
demikian, hal ini tidaklah berarti bahwa Perppu ini menjadi batal, ia hanya menyalahi
ketentuan dalam teori perundang-undangan semata, diluar itu tetap memiliki kekuatan

hukum.



